BAB II

LANDASAM TEORI

2.1 Tinjauan Umum Pajak Penghasilan
2.1.1 Pengertian Pajak Peaghasilan

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dikatakan Pajak Penghasilan
adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas
Penghasilan Kena Pajak’ yang ditujukan kepada masyarakat vang berpenghasilan
atan atas penghasilan yang diferima dan diperolehnya dalam Tahun Pajek umiuk
kepentingan negara dan masyarakat dalam hedup berbangsa dan bermnegara sebagai
suatil kewajiban yang harus dilaksanakannya.

Jika kita memisahkan pengertian pajak penghasilan, terdapat 2 (dua) unsur

yaitu pajak’ dan penghasilan, Menurut Prof Dr. Rolemat Soemitro, SH., dalam
bukunya “Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajek Pendapatan™ (1990:5) Secara bebas

pajak dapat dikatakan sebagai suatu “iurar sakyat kepada kas negara berdasarkan

! Ikatan Akuntan Indonesia, PSAK No.46 Akuntansi Pajak Penghasilan (Jakarta: Salemba Empat,
April 2002}, para.07, Hal46.2




undarg-undang dengan tidak mendapat jasa timbal, yang largsung dapat ditunjuk dan
vang digunakan untuk membayar pengeluaran rnem.™
Penghasilan meliputi pendapatan {reverue! maupun keuntungan (gains)
yang biasa dikenal dengan sebutan yang berbeda-beda seperti penjualan, penghasilan
jasa, bunga, deviden, royalty dan sewa® adalah jumlah kas atau setara kas yang
diterima atas usaha yang dilakukan oleh perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya
yang dapat digunaken umtuk aktifitas ekonomi semertl mengkonsumsikan dan
menimbun serta menambah kekayaan.
Pajak penghasilan merupakan pungutan vang wajb bagi setiap warga negara
atas penghasilannya vang berguna untuk membiavai berbagai keperluan negara yang

berupa Pembangunan Nasional untuk tujuan kesgialieraan bangsa dan negara.

2.1.2  Subjek Pajak Penghasilan
2.1.2.1 Pengertian Subjek Pajak

“Subjek Pajak diartikan sebagai orang vang dituju oleh undang-undang untuk
dikenzkan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan
dengan penghasilan yang- diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Waluyo,

Iyas, 3. Irawan.,2000)" .

* Waluyo, Ilyas, B. Irawar., Perpaiakan Indonesia, Cet-2 (fakarta: Salemba Empat, 2000), Hal.2
* Ikatan Akuntan Indonesia, ap.cit, para 74, Hal.18
* Waluyo, B.Ilyas, Irawan: op.cit, Hal 42
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Yang menjadi Subjek Pajak’ adalah:
a. 1) orang pribadi
2) warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan vang berhak,
b. badan, dan
c. bentuk usaha tetap.

Penjelasanya bahwa orang pribadi sebagen Subjek Pajak dapat bertempat
tinggal atau berada di Indonesia. Warisan yeng belum terbagi sebagai satu kesatuan
merupakan subjek pajak pengganti, menggantkan yang berhak, yaitu ahh waris.
Penunjukan warisan yang belum terbasi sebagai Subjek Pajak  pengganti
dimaksudkan agar pengenaan pajak atas perghasilan yang berasal dari warisan
tersebut tetap dapat dilaksanakan. Sedangkar Badan atau Bertuk Usaha Tetap
merupakan sekumpulen modal atau orang varz dikenakan pajak atas usaha yang
dilakukannya.

Dari definisi diatas dapat dikatakan banwa orvang, badan usaha, organisasi
dalam negeri maupun luar negeri aiau Bentuk Usaha Tetap vang melakukan aktivitas
ekonomi di Indonesia yang atas aktivitas tersebui memperoleh penghasilan dapat
dikatakan Subjek Pajak kecuali menurut Undang-undang dikatakan lain. Subjek Pajak
dapat dibedakan yaitu Subjek Pajak Dalam Negeri, Subjek Pajak Luar Negeri dan

yang terakhir ini Bukan Subjek Pajak menurut Undang-undang,

3 UU PPa No.17 Tahun 2000, Pasal 2 ayat 1
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2.1.2.2 Subjek Pajak Dalam Negeri
Subjek pajak dalam negeri adalah Wajib Pajak yang secara geografis
bertempat tinggal di Indonesia atau secara hukum merupakan warga negara Indonesia
walaupun berada di luar negeri vang telah renerima atau memperoleh penghasiian
baik dari Indonesia atau di luar Indenesia yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP). Jadi bagi crang pribadi yang ménerhna penghasilan dibawah
PTEP tidak perlu mendaftarkan diri menjadi wajiby pajek -
Yang dimaksud dengan Subjek Paiak Dalam Nezeri® adalah:
a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indenesia atau orang pribadi yang berada
di Indonesia lebih dari 183 (seratus delepan puluh tiga) hari dalam jangka waktu
12 (dua beias) bulan, atau orang pribadi vang dalam suatu tabun pajak berada di
Indonesia dan mempunyai niat untuk berieicpat tinggal di Indonesia.
b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia

¢. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2.1.2.3 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek pajak luar negeri adalah Wajh Pajek yang secara geografis atau
undang-undang bukan merupakan warga negara indonesia karena sehubungan dengan
penghasilanya yang bersumber dari Indonesia menjadi Wajib Pajak maka dikenakan

Pajak Penghasilan.

S UU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 2 ayat 3




Yang dimaksud dengan Subjek Pajak Luar Negeri' adalah:

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puivh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan vang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia vang menjalankan vsaha atau mefakukan kegiatan melalui bentuk usaha
tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia
tidak lebih dari 183 (seratus delapan puiuh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua
belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak beriempat kedudukan di
Irdonesia vang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia
bukan dari menjalankan usaha atan melacukan kegiatan melalui bentuk usaha

tetap di Indonesia.

2.1.2.4 Tidak Termasuk Subjek Pajak

Dikarenakan oleh undang-undang, crapg pribadi, badan, organisasi-organisasi
internasional tidak digolongkan atau dikatezorkan sebagai Subjek Pajak yang harus
membayar pajak penghasilannya kepada Wegara kecuali jika melakukan kegiatan
usaha di Indonesia maka atas penghasilan itu dikenakan pajak.
Undang-Undang pajak disebutkan yang Tidak Termasuk Subjek Pajak:®

a. Badan perwakilan negara asing;

7 UU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 2 ayat 4
¥ UU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 3




b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulian, pejabat-pejabat lain dari negara
asing, orang-orang vyang diperbantuken kepada merska yang bekerja pada
bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara
indonesia; di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di tuar
jabatan atau pekerjaannya serta negara van: bersangkutan memberikan perlakuan
timbal balik;

c. Organisasi-organisasi internasional yang dictapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan dengan syarat:

- Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut;

- Tidak menjalankan usaha atau kegiatar lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indo;lesia selain pemberian pinfaman kepada pemerintah yang dananya
berasal dari iuran para anggotanya.

d. Pejabat-pejabat perwakilan internasional, vang ditetapkan eputusan Menteri
Keuangan dengan syarat bukan warga negara indonesia, dan tidak menjalankan

usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.1.3 Objek Pajak Penghasilan.
2.1.3.1 Pengertian Objek Pajak

Objek Pajak dapat diartikan sebagei sasaran pengenaan pajak dan menjadi
dasar untuk menghitung pajak terutang. Jadi secara singka: dapat dijelaskan bahwa
yang menjadi Objek Pajak adalah penghesilen dengan nama dan dalam bentuk

apapun yang menurut undang-undang dapa: menambah kemampuan ekonomis yang
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akan diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri baik yang berasal dari

Indenesia maupun di luar Indonesia atan bagi Waib Pajak Luar Negeri atas

penghasilanya dari Indonesia, yang dapar dipakal untuk konswmsi atau untuk

menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersanigkutan’.
Dari sumber mengalinya tambahan kemampuan ekopomis kepada Subjek

Pajak, penghasian dapat dikelorapokkan merjac:';

a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungen kerja dan pekerjaan bebas seperti
gaji, honorarium, penghasilan dari prakizi dokier, notaris, aktuaris, akuntan,
pengacara, dan sebagainnya.

b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan

¢. Penghasilan dari modal, vang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti
bunga, deviden, royalty, sewa, keuntungzan penjualan haria atan hak yang tidak
dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainva.

d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan wiang, hadiah, dan Jain sebagainya.

2.1.3.2 Objek Pajak

Objek pajak penghasilan adalah penghasilan vapg diterima  sehubungan
dengan kegiatan usaha atau atas pembayaran kepada orang pribadi dari pemberi kerja.
Menurut sifatnyva Objek Pajak terdiri dari Objek Pajek Final dan Objek Pajak tidak

Final yang sesuai dengan undang-undang pajek yang berlaku di Indonesia.

® Undarg-Undang PPh No.17 Tahun 2000 Pasal 4 ayat |
' Waluyo, B. Ilyas, Wirawan: op.¢it, Hal 51
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Objek Pajak yang bersifat tidak final'' adalah:

a. Penggantian atau imbalen berkenaan dengen pekerjaan atau jasa yang diperoleh,
termasuk gaji, upah, tunjangan, honorartun, komisi, bonus, gratifikasi, uang
pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuak ditentukan lain dalam
undang-undang ini;

b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegistan, dan penghargaan;

¢. Laba usaha;

d. Keuntungan karena perjualan atau karena pengalihan harta, termasuk:

1) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan
badan lainnya sebagai pengganti saham atau penvartaan modal;

2) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena
pengalihan harta kepada pemegang saham, sckutu atau anggota;

3) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, sumbangan,
kecuali yang diberikan kepada kelusrge sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial
atau pengusaha kecil, termasuk koperasi yang ditetapkan Menteri Keuangan,
sepanjang iidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau
penguasaan antara pihak-pihak yang bessangiutan,

. Penerimaan kembali pembayarzn pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;

f. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian

utang;

"' 'UU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 4 ayat 1
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Dividen, dengan nama dan dalam bentul apa pun, termasuk dividen dari
perusahaan asuransi kepada pemegang poiis, dan pembagian sisa hasil usaha
koperasi;

Royalty

Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;

Keuntungan karena pembebasan utang, kecusli sampal dengan jumlah tertentu
yang ditetapkan dengan peraturan pemerintals;

Keuntungan karena selisih kurs mata vang asing;

Selisih karena penilaian kembali aktiva;

Premi asuransi;

luran yang diterima atau diperoleh perkumpnilan dari anggotanya vang terdiri atas
Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekeriaan bebas;

Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan

pajak.

Objek Pajak final adalah yang berbemuk tabungan masyarakat dan merupakan

sumber dana bagi pelaksanaan pembangunan diberikan periakuan tersendiri termasuk

besarnya pajak, tata cara pelaksanaar pembayaranya, pemotongan, atau

pemungutanya diatur oleh peraturan pemearintah.

Disebutkan bahwa:
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“Atas penghasilan berupa bungs deposito, tabungen, penghasilan dari
transaksi saham, dan sekuritas lainova di bursa efek; penghasilan dari
pengalihan harta berupa tanah dan stau bangunan serta penghasilan {ertentu
lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah™"?

. . . - 3 . .
Penghasilan yang pajaknya dikenakan secara ‘iral” terdiri dari:

g.
h.

Transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri,
Hadiah undian;

Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat BI;

Penghasilan hak atas tanah dan bangunen oleh Wajib Pajak real estate;
Penghasilan dan sewa aias tanah/bangunan, orang pribadi

Penghasilan pelayaran dalam negeri;

Peiayaran/pe;nerbangaa luar negeri

Penghasilan jasa konstruksi.

Penghasilan yang dikecualikan dari Objek Pajak dan penghasilan yang pajaknya

dikenakan secara final tidak perlu lagi dilaporkan pada SPT PPh Badan.

2.1.3.3 Bukan Objek Pajak

Yang bukan merupakan Objek Pajak adalah suatu bertuk penghasilan atau

penerimaan yang diperoleh dan digunakan tujuan sosial kemasyarakatan selama tidak

ada hubungan usaha termasuk gaji pegawai negeri sipil golongan rendah dan ABRI

'* Undang-undang PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 4 aya: 2
"* Suandy, Erly., Perencanaan Pajak, Edisi Revisi (fakarta: Salemba Erapat, 2003), Hal. 126

s
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atau penerimaan dalam bentuk lain seperti natura dan kenikmatan yang telah disahkan

oleh Menteri Keuangan atau ditetapkan menurut undang-undang,.

Yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan'® acalah;

a.

b.

Bantuan atau sumbangan

Harta hibahan yang diterima oleh:

- Keluarga sedarah dalam garis keturunar iurus satu derajat.

- Badan keagamaan atau sosial, pengussha kecil termasuk koperasi yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan

Warisan

Penggantian atau imbalan sehubungan pekerjaan atau jasa yang diterima atau

diperoleh daiam bentuk natura atau kenilcnatan.

Pembayaran klaim dari perusahaan asuransi

Harta termasuk setoran tunai vang diterima oleh badan sebagai pengganti saham

atau penyertaan modal.

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT, Koperasi, Yayasan

atau Organisasi sejenis, dan BUMN serra BUMD, dari modal pada badan yang

didirikan di Indonesia.

luran yang diterima atau diperoleh dana pensiun vang pendiriannya telah

disahkan oleh Menteri Keuvangan dan penghasilan dari modal yang ditanamkan

dalam bidang tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

"'UU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 4 ayat 3
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i. Dagian laba yang diterima atau diperolch anggeta dari badan usaha yang
madalnya tidak terbagt atas saham.

j. Bunga obligasi yang diterima atan diperoleh perusahaan reksadana.

k. Penghasilan berupa howorium, dan imbulan lain yang dibebankan kepada
Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, vang sifat tidak tetap dan tidak terkait
dengan gaji yang diterima Pegawai Negeri Sipil golongan {I/d ke bawah, dan
anggota ABRI berpangkat perabantu Letnan Szt ke bawah tidak dipotong PPh

Pasal 21 (PP No.435 tahun 1994).

2.1.4 Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak adalah Penghasilan Kena Pajak (PEP). Sedangkan
Penghasilan Kena Pajak menurut PSAK No.456 tentang Akuntarsi Pajak Penghasilan:
“Penghasilan kena pajak atau laba fiska! (faxadle profit) atau rugi pajak (fax
loss) adalah laba atau rugi selama sefu periode akuniansi yang dihitung
berdasarkan peraturan perpajakan dan meniadi dasar pengenaan pajak”"?,
Secara garis besar menurut undang-undang rerpajakan penghasilan kena
pajak merupakan dasar pencrapan tarif bagl Wajib Pajak dalam negeri pada satu
tahun pajak, kemudian dihitung dengan cara mengurangkan penghasilan tersebut
dengan biaya-biaya yang menurut pajak diakui dan jika terdapat kerugian, kerugian

itu dapat di kompensasikan'®

3 Ikatan Akuntan Indonesia: Pernvataan Standar Akunzansi Keuangan No .44, para.07, Hal 46.2
18 U PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 16 ayat 1
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Dari undang-undang tersebut dapat dijeiaskan bashwa Dasar Pengenaan Pajak
dilihat dari Subjek Pajaknya yaitu Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Paiak Luar
Neger:.

Bagi Wajib Pajak Dalam WNegeri »ada dasarnva terdapat dua cara
penghitungan vaitu penghitungan dengan cara biass bagi orang pribadi yaitu
Penghasilan Kena Pajak (PKP) dihitung dengan mengurangkan dengan Penghasilan
Tidak Kena Pajak (PTKP) sesual dengan ) Perpajakan yaitu berdasarkan
penghasilan neto dengan tarif umue atau penghitungan dengan Norma Penghitungan.

Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Neger: dihitung berdasarkan penghasilan
Bruto dengan tarif umum dan dikurangi biaya vang sesuai dengan UU Perpajakan.

Bagi Wajib Pajak Luar Negeri penentuan besarnya Penghasilan Kena Pajak
berdasarkan perghasilan bruto dengan tarif sepadan dibedakan antera:

a. Wajib Pajak yang menjalam(an'ﬁsaha ataw melakukan kegiatan melalui snatu
Eentuk Usaha Tetap di Indonesia;
b. Wajib Pajak Lainnva.

Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak menurut Objek Pajak adalah Barang Kena
Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) veiiu barang atau jasa yang menurut
undang-undang Perpajakan merupakan barang atau jasa yang harus dikenakan pajak.
Dasar Pengenaan Pajak bagi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak!” adalah:

a. Harga jual

b. Nilai Penggantian

'" Suandy, Erly: op.cit, Hal.136
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c. Nilai Impor
d. Ndai Ekspor
e. Nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak:
- pemakaian sendiri BRP/JKP
- penyerahan media rekaman suara/gambar filmeerita
- persediaan BKP pada saat pembubaran perusahaan
- aktiva yang menurui tujuan semula tidak aniuk dijual
- penyerahaan jasa biro perjaianan wisafa dan jasa pengiriman paket
- penyerahan jasa anjak piutang
- pedagang eceran

- jasa persewaan ruangan.

2.1.5 Tarnf Pajak Penghasilan.
Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak'® sebagai berikut:

a. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Beniux Usaha Tetap adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 1
Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai Rp50.000.000,00 10%
Diatas Rp50.000.000,00 %/, R»100.000.000,00 15%
Diatas  Rp100.000.000,00 30%

Karena batasan masalah yang dibahas mengenai Pajak Penghasilan Badan, dari tarif
pajak diatas dapat diterapkan penghitungan pada Penghasilan Kena Pajak Bagi Wajib

Pajak Badan'? adalah sebagai berikut:

'8 UU P2h No.17 Tahun 2000, pasal 17 ayat 1
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Tabel 112
Cara Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Badan

Penghasilan Objek Pajak Tidak Final {Pasal 4 ayat | UL PPh) RpxXX
-/- Biaya Pengurang Penghasilan Bruto {Pasal 6 ayat | UU PPh) (XXX)
-/~ Cadangan jika usahanya Banl;Leasing; Asuransi;  (Pasal 9 ayat 1 huraf ¢ UU
Pertambangan 2P XXXy
Penghasilan Kena Pajak RpXXX

Pajak Terutang (Pasal 25 UU PPh) = Tarif Paja X Penghasilan Kena Pajak

b. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri edalah sebegai berikut

Tabel 11.3
Lapisan Peaghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai Rp25.000.000,00 5%
Diatas Rp 25.000.000,00 %4 Rz50.000.000,00 10%
Diatas Rp50.000.000,00 %y Rp100.000.C00.09 15%
Diatas Rp190.000.000,00 /4 Rp200.000.050.90 25%
Diatas  Rp200.000.000,00 35%

Pajak Penghasilan dihitung setabun dengan meng-kali penghasilan kena pajak dengan

tarif sebagaimana yang disebutkan diatas.

2.2 Penghasitan Menurut Undang-undang Perpajakan
2.2.1 Pengertian Penghasilan
Pengertian penghasilan menurut Undeng-undang Pajak:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yeng diterima atau diperoleh Wajib
Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk komsumsi atau unruk menambah kekayaan Wajib Pajak

29203

yang bersangkutan dengan nama dan dalzm bentuk apapun™.

** Setiawan, Agus., Cara Mudah Menghitung PPh Badar Herdasarkan Undang-Undang Pajak Terbaru
gYogyakarta: Andi,2002), Hal.55
* UU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 4 ayat 1
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Dari cara perumusannya sepintas teshhat perbedaan konsep penghasilan
antara akuntansi dan perpajakan. Pada .mwmnya apa vang dianggap akuntansi
sebagai penghasilan akan dianggap begitu oleh ketentuan pajak™, Pengertian
penghasilan menganut konsep basis yang luss (froad base). Uniuk memperjelas
pengertian diatas undang-undang perpajaker™ memberikan kategori penghasilan

yang dimaksud.

2.2.2 Pengakuvan Penghasilan

Ketentuan pajak tidak mengatur secara rinci kapan pengakuan penghasilan,
pengakuan penghasilan dikatakan penghasilar yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak. Dari definisi diatas terlihat lebih menusjek kepada penerimaan atau realisasi
penghasilan kapan penghasilan tu diterima atan diperoleh. Pada pendekatan akrual
mengakni penghasilan pada saar diperoleh sedangikan pendekatan kas mengakui
penghasilan pada saat diterima®.

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-

undang Perpajakan menunjulc kepada metode pembukuan (yang diselenggarakan oleh

Waiib Pajak) berdasarkan akrual dan kas basis

® Gunadi.,Akuntansi Pajak sesuai Depgan Undang-undang Pajak Bare , Cetakan 9, Maret 2003
(Jakarta: Grasinde, 1997), Hal 133

2 UU PPh No.17 Tahun 2000, Pasal 4 avat 1dan 2

¥ Gunadi: Akuntansi Pajak, Hal. 136-137




Jadi dapat dikatakan bahwa definisi-definisi diatas mengenai pengakuan
penghasilan menurut pajak dan akuntansi sebenarnya tidak jauh berbedz artinya
sumber penghasilan yang menjadi tolak ukur pengakuan menurut pajak adalah
seluruh pendapatan karena aktivitas ekonomi vang bersumber dari Indonesia atau dari
luar Indonesia yang diperoleh oleh wajib peisk dalam pegeri itu diakui sebagai
penghasilan menurut pajak.

Sehubungan dengan pengakuan penghasilan (pendapatan), dalam praktek
terdapat dua kebiasaan sebagai berikut:

1. Prinsip Umum®*

Secara umum pendapatan diakui pada saat realisast transaksi yaitu:

a. Penghasilan dari trapsaksi penmjualan preduk diakui pade tanggal penjualan
(tanggal penyerahan produk pada pembeli).

b. Penghasilan dari pemberi jasa diakui pads saat jasa dilaknkan dan dibuatkan
fakturnya.

c. Imbalan atas penggunaan aktiva atau suinber ekonomis perusahaan seperii bunga,
sewa, dan royalty diakui sejalan dengan berlelunya waktu (accruals) atau pada
saat penggunaan aktiva,

d. Penghasilan dari penjualan aktiva selaku barang dagangan diakui pada tanggal

penjualan,

* Gunadi, ibid

R A



-2
L

2. Pengecualian Terhadap Prinsip Umum®
Dalam keadaan tertentu, pengakuan penghasilan dapat menyimpang dalam
prinsip umum seperti berikut ini.

a. Penghasilan diakui pada saat selesainya proses produksi. Pendekaian ini
diterapkan terhadap produk yang harga dan pemasarannya terjamin.

b. Penghasilan diakui secara proporsional selema tahap produksi. Pendekatan ini
umumnya dilakukannya terhadap proyek konwuksi {dan pemberian jasa) jangka
panjang dengan mendasarkan kepada penyelesaian pekerjaan.

c. Penghasilan diakui pada saat pembayaran diterima. Pedekaian ini umumnya
dipakai dalam perusahaan jasa dengan kolekiibilitas piutang aias penyeralian jasa
kurang pasti dan kemungkinan terdapat pembatalan {ransaksi dalam frekuensi
yang cukup tinggi.

d. Penghasilan dari penjualan konsinyasi. Untuk barang yeng dijual melalui
konpsinyasi (titipan), penghasilan diakui sewelah consignee (penitipan) melalu

penjualan (dan melaporankan hasil penjualar itu).

2.2.3 Pengukuran Penghasilan

Pada wumumnya cara terbaikk uniuk mengukur  penghasilan  dengan
menggunakan nilai tukar (exchange value) dari barang dan jasa. Wilai tukar berupa
kas atau setara kas (cash equivalent) yang diterima dari transaksi penghasilan. Untuk

itu, walaupun sama-sama memberi kepailken asset neto, perfu dibedakan antara

* Gundai: ibid




rarsaksi capital (capital transaction)  dan transaksi  penghasilan  (revenue
transaction). Kenatkkan assct neto dart transaksl kapital, misalnya penyetoran modal
oleh pemilik kepada perusahaan, bukan metupakan penghasilan perusahaan karena
asset itu suatu saat harus dikembalikan kepada ivestor.®

Jadi dapat dikatakan bahwa Penghasiden havis dinkur dengan nilai wajar
imbalan yang diterima kas atau atau setara kas yang dapat diterima dan timbul akibat
dari suatu transaksi. Jumiah imbalan yeng diterima atau yang dapat diterima
perusahaan dapat berupa penghasilan dari trarsaksi dikurangi jumiah diskon dagang
dan rabat volume yang dapat diperoleh olel perusahasn, Namun, bila arus masuk dari
kas atau setara kas ditangguhkan, nilai wajar dari imbalan tersebut mungkin kurang

dari jumlah nominal dari kas yang diterima atau dapat diterima.

2.3 Biaya Menurut Undang-undang Perpajalkan
2.3.1 Pengertian Biaya

Dalam peraturan perpajakan tidak memberikan pengertian biaya secara jelas
tetapi lebih merujuk kepada kriteria-kriteriz hisya vang dapat diakui dan yang tidak
dapat diakui menurut andang-undang perpajakan.
SAK. (2002:19) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan,
paragraf 78:

“.... biaya mencakupi baik kerugian meupun beban yang timbul. Beban yang

timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan biasa yang meliputi, misalnya,
beban pokok penjualan, gaji dan penvusuian, Beban tersebut biasanya

* Gunadi: op.cit, Hal.134




berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (setara kas),
persediaan dan aktiva tetap™.>”
Dapat dikatakan babwa biaya menurpi pajak adalah pengelnaran yang oleh undang-
undang perpajakan diakui sebagat biaya dengan adanya arus kas atau setara kas yang

keluar dan dapat mengurangi penghasilan dari aktivitas ekonomi statu entitas.

2.3.2 Pengakuan Biaya
Pajak dalam hal pengakuan biaya lebiti memwberikan kriteria-kriteria biaya.
Standar Akuntansi Keuvangan, pengakuan biava berdasarkan hubungan langsung
antara biaya yang timbul dengan pos penghasilan tertentu yang diperoleh®™. Proses ini
disebut pengaitan biaya dan pendapatan (narcking of cost with revenue), atau dengan
biaya lain yang dikeluarkan pada periode tertertu pada saat pengakuan penghasilan.
Sedangkan dalam perpajakan tidak semua baya dasat diakui dan mengurangi
penghasilan. Pengakuan blaya adalah biaye vapg menurut kriteria undang-undang
perpajakan dapat diakui/dikurangi (deduciibie) den vang tidak dapat diskui/dikurangi
dengan penghasilan (non-deductible), ini akan cihehas pada sub bab selanjutnya.
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.22 tentang Pendapatan, paragraf 97:
“....bila suatu ketidskpastian timbul mengenai kolektibilitas suatu jumlah
vang telah termasuk dalam pendapatan, jumlah yang tidak tertagih, atau
jumiah pemulibannya (recovery) tidak lagi besar kemungkinanya, diakui

sebagai beban daripada penyesuaian jumlah  pendapatan vang  diakui
semula™’

* Tkatan Akuntan Indonesia: op.ciy, para. 78, Hal. 19
** Ikatan Akuntan Indonesia: op.cit, para. 95, Hal.23
** Ikatan Akuntan Indonesia: op.cit, para. 21, Hal.23.6
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Dari pernyataan ini dapat dikatakarn bahwa akuntansi komersial mengakui
biaya kalau penghasilan dianggap tidak ads manfaat dimasa yang akan datang
sehingga diadikan biaya dengan melakukan pencadangan, karena akuntansi
komersial menggunakan prinsip kehati-hatian (conservatism). Dalam pajak hal seperti
ini tidak diakui sebagai biaya karena lebih mengarah pada kenyataan vang ada.

Menurut Pajuk pengakuan biaya pade amumnya mengikut stelsel pembukuan
yang diferapian pengusaha. Apabila dipakai stelsel kas (cash methode)} biaya diakui
pada saat pembayaran. Sementara itu, kalan dipakai stelsel akrval (accrual methode)
biaya diakwi pada saat terjadinya ateu teruiang (dengan mengesampingkan
pembayaran). Namun, perlu disadari, pengaikusn biaya dependen atau berhubungan

langsung terhadap pengakuan penghasilan.®

2.3.2.1 Biaya Diakui
Untuk kepentingan perpajakan widang-undang memberikan kriteria biaya
diakui dan dapat dikurangkan’’ (deductible! dengan penghasilan adalah sebagai
berikut:
1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk
usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan:
a. Biaya uniuk mendapatkan, menagih, dan memelibara penghasilan, termasuk

biaya pembelian bahan, biaya berkenszan dalam pekerjaan atau jasa, termasuk

% Gunadi: op.cit, Hal.154
' LU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 6 eyat 1-3
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upah, gaji, honorarium, bonus, gratiikasi, dan tunjangan vang diberikan
dalam bentuk uang, bunga, sewe, royaity, biaya perjalanan, biaya pengolahan
limbah, premi asuransi, biaya adminisirasi, dan pajak, kecuali pajak
penghasilan;
Penyusutan atas pengeluaran usivk memperoleh harta berwujud dan
amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi
atas pengeluaran untuk memperoleh hak atas biaya lain yeng mempunyai
masa manfaat lebih dari 1 (saty) tabun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
dan pasal 114;
Iuran kepada dana pensiin yang pendiviannya telah disalikan oleh Menteri
Keuangan,
Kerugien karena penjualan ateu pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan
dalam perusahaan atau yang dimilic uniuk mendapaikan, menagih, ‘dan
memelihara penghasilan;
Kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan vang dilakukan di Indonesia;
Biaya beasiswa, magang dan pelatiban;
Piutang yang nyata-nyata t:dak ditagih, dengan syarat;

- telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersil

- telah diserahkan perkaranya kepada pengadilen negeri atau badan urusan

piutang dan lelang Negara (BUPLMN)

- telah dipublikasikan dalam penertitan vmum atau khusus




- menyerahkan daftar piutang vang tidak dapat ditagih kepada Direktorat
Jenderal Pajak.

7) Jika pengeluaran-pengelnaran yang diperkenanken berdasarkan ketentuan dalam
ayat (1) setelah dikurangkan dari penghasilan bruto dicapat kerugian, kerugian
tersebut dikompensasikan dengan penghassilan netto atau laba fiskal selama 5
(lima) tahun berturut-twrut dimulai seiak tahun berikutaya sesudah tahun
didapatnya kerugian tersebut.

3) Dalam penghitungan laba kena pajak wajib paizk orang oribadi dalam negeri,
kepadanya diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKFP)

berdasarkan ketentuan pasal 7 UU PPh.

2.3.2.2 Biaya Tidak Diakui
Biaya yang tidak diakui®® dan tidak boleh dikurangkan (won-deductible)
dengan penghasiian adalah sebagai berikut:
1} Untuk menentukan besamya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam
negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dilurangkan dengan:

a. Biaya Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti
deviden, termasuk deviden vang belum dibayarkan oleh perusahaan asuranst
kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

b. Biaya yang dibebankan aau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang

saham, sekutu, atau anggota;

32 LU PPh No.17 Tahun 2000, pasal 9 ayat 1 dan 2
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Pembentukkan atau pemupukan danu cadangan, kecuali cadangan piutang tak
tertagih untuk usaha bank dan sewe guna uszha dengan kak opsi, cadangan
biaya reklamasi untuk usaha pertuivdangan, yang keteatuan dan syarat-
syaratnya ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

Premi asuransi keschatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi
dwiguna, dan asuransi beasiswa, yany dibavar oleh wajib pajak orang pribadi,
kecuali jika dibayar oleh pemberi kera dan premi tersebut dihilung sebagai
penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;

Penggantian atau imbalan sehubunsan dengan pekerjaan atan jasa yang
diberikan dalam: bentuk netura den kenikmatan, kecuali penyediaan makanan
dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan di daerah tertenin dan vang berkaitan dengan pelaksanaan
pekerjaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;

Jumilah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pesmegang sabam
atau kepada pihak vang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan
sehubungan dengan pekerjean yang dilakukan;

Harta yang dihibahkan, bantuan atan: sumbangan, dan warisan sebagai mana
dimaksud pasal 4 ayat (3}, kecuali zzkat atas penghasilan yang nyata-nyata
dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama islam dan atau
lembaga amil zakat dibentuk atau disehkan pemerintaly;

Pajak penghasilan;
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i. Biaya yang dibebankan atau dikeluariken untuk kepentingan pribadi wajib
pajak atau orang yang menjadi tanggungannya,

i. Gaji vang dibayarkan kepada anggoia persekutuan firma atau perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbag! atas saham;

k. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana
berupa denda vang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan
dibidang perpajakan.

2) Pengeluaran untuk mendapatkan, meragih, dan memelthara penghasilan yang
mempunyai masa manfaat lebih dari 1 {satu) tzhun tidak boleh dibebankan
sekaligus.

Pada ayat 2 dimaksud bahwa pengeluaran modal (capifal expenditure), tidak
diakui secara langsung pembebanannya tetapi melalul penyusutan atau amortisasi

yang diatur oleh undang-undang perpajakan.

2.3.3 Penguliuran Biaya

Pengukuran biaya dengan menggunskan nilai tukar berupa kas atau setara kas
vang dikeluarkan pada saat periode dimanz Irava diakui. Biaya rersebut timbul dari
suatu aktivitas biasa perusahaan atau kerugizn yang menurut pajak diakui. Dalam
pengukuranya, biaya tersebut dikurangi (kiava vang menurut pajak) dengan
penghasilan bruto. Dalam akuntansi komersizl semua biaya termasuk kerugian dapat

dikurangkan dengan penghasilan bruto sedangkan delam tujuan perpajakan tidak
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senmua biaya dapat dikurangkan dengan penghasian dan tidak ada pemisah antara hal

yang biasa ataupun yang luar biasa.

2.4 Perhitungan Laba Rugi

2.4.1 Laba Rugi Komersiai

2.4.1.1 Pengertian

Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) dalam Kerangka Dasar

Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan paragraf 70°*; didalam laporan laba

rugi komersial terdapat dua unsur penghasilzi dan beban yang dapat didefinisikan

sebagai berikut:

a. Penghasilan (incorne} adalah kenaikkan menfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penmmrbahan aktiva atau penurunan
kewajiban yang mengakibatkan kenaiker: ekuitas yang tidak berasal dari
kontribusi penanam modal,

b. Beban (expemses) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode
akuntansi dalam bentuk arus keluar atav berkurangnya aktiva atau terjadinya
kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut

pembagian kepada penanam modal

*? Ikatan Akuntan Indonesia: op.cit, para 79, Hal. 18
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Laba rugi adalah laporan yang menggambarkan posisi kinerja atau aktivitas
perusahaan yang terdiri dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya pada suatu
periode tertentu. Yang mana laba rugi tersebut penghitunganya bertumpu pada prinsip
pengaitan antara penghasilan dan beban (maiching cost with revenue,) salah satu
prinsip ini mempunyai konsep bahwa pengelueran perusahaan yang tidak mempunyai
manfaat untuk masa vang akan datang buken merupakan asset sehingga harus

dibebankan sebagai biaya.

2.4.1.2 Tujuan
Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyvajian Laporan Keuangan menurut
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan paragraf 12:

“tujuan  laporan keuangan adalah mntuk  menyediakan informasi  yang
menyangkut posisi keuangan, kineria seria perubahan posisi kewangan suatu
perusabaan yang bermanfaat bagi sejundah besar pemakai dalam pengambilan

keputusan ekonomi™*

Standar Akuntansi Keuangan pada Kerangka Dasar paragraf 17:

“informasi kinerja perusahaan, terutama profitabilitas, diperlukan untuk
menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin
dikendalikan di masa depan. Informasi kinerja bermanfast untuk memprediksi
kapasitas peruszhaan dalam menghasitkan arus kas dari sumber daya yang
ada. Disamping itu, informasi fersebut juge berguna dalam perumusan
pertimbangan efekitivitas perusahaan calam memanfaatkan tambahan sumber

535

daya

** {katan Akuntar: Indonesia: op.cit, para 12, Hal.4
%3 {katan Akuntan Indonesia: op.cit, para 17, Hal.5
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Laba rugi bertujuan untuk mengetalusi dan menggambarkan posisi kinerja
perusazhaan atas sumber daya yang dipeccayakan kepada mangjemen telah
dipergunakan sewajarnya pada periode yang menghasiltkan. Laba rugi juga bertujuan
agar para pengguna laporan khususnya pihak-pihak, investor, kreditor, manajemen
atau penggunaz lain dapai menilai apakah perusabaan berhasil dalam memberikan
kontribusi kepada perusahaan yang menguntungkan bagi para pengguna Karena
secara filosofis tujuan klasik dari entitas usabe adalah vntek mendapaikan laba yang
sebesar-besarnya sehingga perusahaan harus memberikan informasi yang relevan
mengenai laba atau ruginya perusahan denger membuat snatu bentuk laporan yang

berisi penghasilan dan biaya-biaya yang terkeit pada periode yang tzlah ditentukan.

2.4.1L.3 Ciri Kualitatif
Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam
laporan keuangan berguna bagi pemakai. Terdapat 4 (empat) karakteristik kualitatif
pokok? yaitu:
a. dapat dipahami

b. relevan

e

keandalan, dan

d. dapat diperbandingkan.

3¢ Tkatan Akuntan Indonesia: op.cit, para 24-42, Hal7-11

R S R



Dalam penyajiannya kualitas informasi merpakan hal yang sangat penting
agar informasi tersebut berguna laporan yang disajikan barus dapat dipahami oleh
penggunanya, maksudnya pemakai memiliki pengetahuan vang memadal mengenal
aktivitas ekonomi, bisnis, akuntansi serta kemanan untuk mempelajari  informasi ini
dengan wajar.

Informasi juga harus bermanfaat bagi pengguna, jika informasi tersebut dapat
mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi
peristiwa masa lalu, masa kini, masa depan areu dapat memperbaiki kinerja masa
vang lalu maka informasi itu dapat dikategorikar relevan.

Kualitas kehandalan apabila informasi vang diberikan tidak menyesatkan,
jauh dari kesalahan yang material, serta penvailan yang jujur. Dan juga deperlukan
informasi yang dapat dibandingkan artinva depar melihat kecenderengan atau trend
posisi kinerja perusahaan sehingga diperlukan konsistensi dalam penyajian informasi
tersebut dan jika ada perubaban harus melihait kebijakan-kebijakan yang dilakukan

oleh perusahaan.

2.4.2 Koreksi Fiskal
2.4.2.1 Pengertian

Koreksi fiskal adalah proses penvesuaisn antare laba rugi komersial dengan
laba rugi yang diakui dalam ketentuan uncang-undang perpajakan. Penyesuaian ini

terjadi karena antara kaba rugi komersial dengan laba rugi fiskal terdapat perbedaaan




dalam pengakuan penghasilan damp biava, yaitu perbedaaan tetap (permanent
difference) dan perbedaan wakiu (fimming differenca).

Laba rugi fiskal disusun dengan proses koreksi atau penyesuaian dengan
melakukan rekonsiliasi dengan ketentuan perpajakan terhadap laba rugi komersial,
atas penyesuaian itu perlu diadakan pencatatan terbadap pos-pos vang menyebabkan
perbedaan waktu dan perbedaan tetap antara ketentuan perpajakan dengan akuntansi
komersial. Terdapat perbedaan tertentu tentang pengakuan dan pengukuran antara
penghasilan dengan biaya schingga unmiuk tujuan perpajakan perlu  dilakukan
penyesuaian dengan melakukan koreksi fiskal atas laba rugi komersial dengan cara
meiakukan penghitungan mana vang merupzkan penghasilan dan biaya yang diakui
menurut pajak s_ehjngga dapat ditentukan laba rugi fiskal atau laba rugi menurnt pajak

vang merupakan dasar untuk menerapkan tarif najak.

2.4.2.2 Beberapa Perbedaan Perlakuan
Beberapa penyebab perbedaan vang imenghasilkan jumlah angka yang
berbeda antara laba rugi komersial dan fiskal’’ sebagai berikut:

cap  penghasilan menurut  kKetentuan

[
&

e Perbedaan antara apa yang dieng
perpajakan dan prakiek akuntansi, misalava kenikmatan dan natura (benefit in
kinds), intercompany devidend, pembebasan utang, dan penghasilan (BUT)

karena atribusi force of aitraction.

37 Gunadi: op.cit, Hal. 201-203




o Ketidaksamaan pendekatan perhitungan penghasilan misalnya link and match
antara beban dan penghasilan, metode depresiasi, penerapan norma
perhitungan dan pemajakan dengan metcde basis bruto atau netto.

o Penghasilan relif atau keinginan yang lain misalnya laba-rugi pelaporan
aktiva, penghasilan hibah, penghasilan tidzk kena pajak, dan penyusuian
dipercepat.

o Perbedaan perlakuan kerugian misalnya kerugian mancanegara, atau harta

yang tidek terpakai dalam usaha.

2.4.2.3 Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap (permanen difference) ierjadi karena administrasi pajak
menghitung laba fiskal berbeda dengan laba komersial (SAK) tanpa koreksi di
kemudian hari. Hal ini menyebabkan adanva perbedaan laba kotor selama masa
cksistensi perusahaan yang dihitung menusur ketentuan perpajakan dan prinsip
akuntansi.

Perbedaan permanen dapat positif (labz pembukuan lebih besar dari laba
fiskal) dengan adanya laba akuntansi yang tidak diakui demikian oleh ketentuan
perpajakan (misalnya infercompany divedend) dari relif pajak (misainya PTKP dan
perangsang penanaman). Dan sebaliknya apabils laba pembukuan lebih rendah dari
laba fiskal maka akan térdapat perbedasn permanen negatif dengan adanya

pengeluaran sebagai beban laba pembukuan yang tidak diakui demikian menurut




ketentuan fiskal (misalnya sumbangan dan kemkinatan). Perbedaan permanen tidak
memungkinkan adanva restorasi hubungan kausal antara laba fiskal dan laba
komersial karena keberadaan perusahaan kedua laba iru tidak akan terjadi kesamaan

jumlah laba.

2.4.2.4 Perbedaan Waktu

Perbedaan waktu bersifat sementara, lerjadi karena adanya ketidaksamaan saat
pengakuan penghasilaa dan beban oleh petugas administrasi pajek dan masyarakat
profesi akuntan. Perbedaan waktu positif iegjadi apabila pengakuan beban untuk
tujuan pajak lebih cepat daripada pengakuan  beban untuk akuntansi (inisalnya
penyusutan mulai tabun pengeluaran). Atau pengakuan penghasifan untuk tujuan
pajak lebih jambat dard pengakuan penghasilan antuk  akuntansi. Sebaliknya,
perbedaan wakiu negatif terjadi jika keteptuan perpajakan mengalkui beban lebih
lambat dari pengakuan beban menurut akuniansi {mmsalnya, penyisthan plutang atau
persediaan) dan akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuvan
penghasilan menurut perpajakan {misalnya, penghasilan kumulat:f beberapa tahun,
seperti tebusan pensiun).

Perbedaan waktu menyebabkan penghitungan (pembelanjaan) pajak atas
jumleh apa yang berbeda dengan laba menurar pembukuan. Namun, perbedaan itu
akan terkoreksi secar otomatis di kemudian hari. Dengan demikian, tidak ada
perbedaan total laba fiskal dan laba pembukusn; yacg terjadi adanya perbedaan

alokasi beban dan penghasilan antar-periode uniuk tujuan fiskal dan komersial.

T
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2.43 Laba Rugi Fiskal
2.4.3.1 Pengertian

Laporan laba rugi fiskal adalah laporan wvang disusun khusus untuk
kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan. Undang-
undang pajak tidak mengatur secara khusus beniuk dari laporan keuangan, hanya
mernberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu baik dalam pengakuan penghasilan
maupun biaya’®,

Laba rugi komersial dapat juga dinbeh merjadi laba rugi fiskal dengan
melakukan koreksi fiskal seperlunya atas laba rupi komersial. Laporan laba rugi yang
direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan laba rugi fiskal yang
sesuai denga: aturan perpajakan. Standar Akuniansi Keuangan khusus pernyataan

Standar Akuntansi Keuangan No. 46 mengatus mengenai Akuntansi Perpajakan.

2.4.3.2 Tujuan

Tujuan utama dari laba rugi fiskal adslab uniuk menyajikan informasi sebagai
bahan penghitungan besarnya Penghasilan Kena Pajakc’™. Selain untuk kebutuhan
informasi manajeren, laporaa laba rugi juga dipakai sebagai bahan untuk mengetahui
dan menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak oleh administrasi, terutama dalam

aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajek. Sebagai bahan pendukung SPT

i Suandy, Erly., op.cit, Hal.85
3 Gunadi, op.cit, Hal.11-12

e e
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Japoran laba rugi dari system self assesment merupakan laporan pertanggungjawaban

atas kepercayan menghitung pajak terutang yeng diserahkan kepada tiap Wajib Pajak.

2.4.3.3 Ciri Kualitatii

Konsep dasar akuntansi pada wouranya berlaku terhadap akuntansi

perpajakan sehingga ciri kualitatif informasi iaporan perpajakan pada umunnya sama

dengan ciri kualitatif informasi keuangan. Ciri-cari itu meliputi:

a.

b.

relevan

dapat dipahami
keandalan

dapat diperbandingkan.

Laporan laba rugi fiskal lebih ditujukan untuk pemenuhan  ketentuan

perpajakan, yang kadangkala diwarnai oleh kegiatan dan kebijaken tertentu sehingga

netralitas laporan terhadap para pemakai laporan kurang jelas. Demikian juga, daya

banding laporan laba rugi fiskal lebih meruiuk kepada derajat komparabilitas antar

Wajib Pajak dengan usaha sejenis. Selain itu karena harus sesual dengan undang-

undang perpajakan SPT harus diisi dengan benar dan lengkap dalam arti

mencerminkan keadaan usaha dan kegiatan Wigjib Pajak sepenuhmya dan luput dari

kekurangan material.




2.5 Gambaran Penghitungan PPh Badan Terhuiang

Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi
komersial dan akuntansi fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya
Penghasilan Kena Pajak. Perbedzan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan
antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu
the proper matching cost against revenue, sedangkan darli segi fiskal tujuan utamanya
adalah pererimaan negara. Dalam penyusunan labz rugi fiskal, Wajib Paiak harus
mengacu kepada peraturan perpzjakan, sehingga laba rugi komersial yang dibuat
berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan harus disesuaikankoreksi fiskal terlebih

dabulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pejak.
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2.5.1 Laba Rugi Komiersil
Contoh kasus; PT FNT adalah perusahean yang bergerak di bidang perdagangan.
Berikut Laporan Laba Rugi untuk periode 1 Jznuvari — 31 Desember 2004

Tabel 1.4
PT. ENT
Laporan Laba Rugi komersial
Periode vang berakhir pada 1 Januari — 31 Desember 2664
(dlm ribuan}

Penjualan® .....oooiiiireerieiee e > Rp 1.800.000
Retur Penjualan ..., (60.060)
Potongan Penjuaian ............ocooiiviiiniin o (50.000)

Penjualan Bersih ... 1.690.60¢
Harga Pokok Penjualan ¥ .........coociin i Rp (1.080.000)

Laba Kotor oo 610.G600
Biaya Umum dan Administrasi @ ........c..cooeioeiiinn. (133.900)
Biaya Penjualan ¥ ... (69.000)

Laba Operasi cocoeivieieiiniii e o {00000 407.100

Penghasilan Bunga Deposito ..................... Lo f 50.000

Laba Bersih .....oooiviriii e e 4571450

Penjelasan yang berhubungan dengan Laba Rugi Komersial PT. FNT adalah sebagai
berikut:
a. Hasil Penjualan
1) Jumlah penjualan tahun 2004 adalsh Rp1.800 000,00 tecdiri dari penpjualan
vang telah dilunasi sebesar Rp1.500.000,00 dan sisanya belum difunas:
2} Retur Penjualan yang diterima Rp30.00(
3} Potongan penjualan diberikan karens pelanggan merobayar dalam masa

potongan.




b. Harga Pckok Penjualan

44

Persediaan Awal Rp 182,000
Pembelian 1,180,000
Jumlah tersedia Dijual 1.262.000
Persediaan Akhir 182,000
Harga Pckok Penjualan [.08G.000

Data yang berhubungan dengan harga pokok penjualar:

1) Perusahaan menggunakan metode mana yang lebih rendab antara harga

perolehan dengan harga pasar (lowsr

persediaan.

Harga Perolehan

of cost or market) untuk menilai

Harga Pasar

162.000
190.060

Persediaan Awal
Persediaan Akhir

¢ Biaya Umum dan Administrasi

1} Gaji Pimpinan dan Karyawan Rp
2)  Uang Lembur Karyawan

3}  Tunjangan Cuti

4)  Penggantian Pengobatan

%) PPh 21 ditanggung perusahaan
¢) Biaya Pakaian Seragam

7)  Biaya Antar Jemput Karyawan
&)  Kerugian Piutang

$)  Penmyusutan Gedung (fiskal)
10) Penyusutan Inventaris (fiskal)
11} Biaya Lain-lain

Jumlah

170.000
1§2.000

75.200
5.300
4.300
4900
2,700
5.300
3.200

15.200
3.500
6.200

s

Data yang berhubungan dengan biaya umum dan administrast:

1) Penyisiban kerugian piutang ditetapken sebesar 5% dari saldo piutang akhir.

Piutang yang tidak dapat ditagih sebesar Rp2.000 dan telah dibuatkan daftar

normatifnya.




2)

Biaya lain-lain tidak didukung bukti

d. Biaya Penjualar

1y Gaji dan Upah Rp 30.900
2) Sewa Rumah mess Karyawan 3.000
3) Bonus Prestasi 4,000
4) Biaya Iklan dan Promosi 20.000
5} Penyusutan Gedung (fiskal) 3.000
6) Penyusuian Inventaris {fiskal) 4.000
7} DBiaya Lain-lain 5.000
Jumlizh Ep _ﬂm__éaiu)_{"o_

Data yang berhubungan dengan biaya umum dan administrasi:

1y

3)

4

Dalam gaji dan upah termasuk:

Penggantian Pengcbatan Rp1.500

Pemberian makan siang Rp 300

Karyawan yang diberikan mess tidak diber: tunjangan perumahan

Dalam biaya iklan termasuk sumbangan Rp1.000

Biaya lain-lain tanpa bukti Rp2.500
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2.5.2 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal yang berhubungan dengen Lata Rugi Komersizl PT. FNT sbb:

a.  Hasil Penjualan
Retur penjualan yang diterima tahun 2004 Rp30.000 sedangkan dalam laporan
Laba Rugi Komersial scbesar Rp60.000 maka diperlukan korexsi fiskal positif
sebesar Rpl10.000

b. Herga Pokok Penjualan

Persediaan Awal Rp (62,000
Pembelian F 00,000
Jumlah tersedia Dijual L.2¢2.600
Persediaan Akhir 160,000
Harga Pokok Penjualan 1.072.000

Harga pokok berdasarkan laba rugi komersil Epl.080.000,00 dan menurut
fiskal Rp1.072.000,00 maka periu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar
Fp8.000,00

¢.  Biava Umum dan Administrasi
Biaya umum dan administrasi vang tidak dapat dikurangkan scbagai biaya

menurot fiskal:

17 Penggantian Pengobatan Rp 6.000
2y PPh21 dibayar perusahaan 2.700
3} Biaya antar jemput karyawan 3.000
4}  Piutang tidak tertagih 13.000
Femlah Rp  24.700

TR A RS S

Biaya umum dan administrasi harus dilakukan koreksi fiskal positif sebesar

Rp24.700,00

s



d Diaya Penjualan

Biaya penjualan yang tidak dapat dikurangkan schagai biaya merurut fiskal:

13 Pengobatan dan uang makan Kp 1.800
2}  Sewa rumah uniuk mess 3.000
3} Sumbangan 1.00¢
4} Biaya lain-lain 2500
Jumlah Rp 8.300

e. Karena dikenakan PPh [Final, maka bunge depesito dilakukan koreksi negatif

sebesar Rp50.000,00

Dari koreksi fiskal disusun relkonsiliasi laba rug! sebagai berikut:

Tabel 1.3
PE. ¥NT
Relkonsiliasi Laporan Laba Rugi
Periode yang beralchir pada 1 Januari — 31 Desember 2044

{dlm ribuan)

Laba/Rugi Perbedaan Laba/Rugi

Komersial Walkitn Permanen Fiskail
Penjualan 1.8300.000 1.800.000
Retur Penjualan {60.000) 10.000 {50.000)
Potongan Penjualan (50.600) (50.000)
Penjualan Bersih 1.690.000 1.700.000
Harga Pokok Penjualan (1.080.000) 8.000 (1.072.600)
Laba Kotor $10.000 ‘ 628.000
Biaya Umum dan Adm. (133.900) 24.700 (109.200)
Biava Penjualan {69.0900) §.300 {60.700)
Laba Operasional 407.160 458.100
Bunga Deposito _50.000 (50.000 -
Laba Bersih 457,160 458,100
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2.5.3 Laba Rugi Fiskal
Dari rekonsiliasi fiskal diatas, Laba rugi fiskal wanuk PT. FNT adalah sebagai berikut:

Tabel 11.6
PT. FNT
Laporan Laba Rugi skl
Periode yang berakhir pada 1 Januari - 31 Desember 2004
{(dim ribuan)

PERUAIAN ™ ..o e s Rp 1.300.000
Retur Penjualan ..........coooiii v {5(1.000)
Potongan Penjualan ........oocoviiiiiiiiii i {50.000)

Penjualan Bersih ..o 1.7¢0.009
Harga Pokok Penjualan ™ .....oooooeniiiniiinins . Rp (1.072.000)

Laba KOtOr ..uvtviieee e i cneneecaiesiee i 628.009
Biaya Umum dan Administrasi ¥ ... (109.200)
Biaya Penjualan ¥ . ... (60.700)

Laba Operasi ...ooooiviiiviiiiiieenenes . - A 458.100

Penghasilan Bunga Deposito ...ovvviieninivin coiennee -

LabaBersih .oovvveviiiviiiiiniinnen. OO B /Lo 458,140

2.5.4 PPh Badan Terhutang

Laba bersih sebesar Rp458.100.000,- merupaken laba yang menjadi dasar untuk
dikenakan pajak pada PT FNT. Penghitungen pajak tersebut menggunakan tarif PPh
pasal 17 UU No.17 tahun 2000 untuk badan usaha adalah sebagai berikut:

Tabel IL7

Rp  50.000.000,60 X 10%= Rp 5.000.000.00

Rp  50.000.000,00 X 15%= 7.500.000,00
Rp 358.100.000,00 X30% = 137.450.000,00
Jumlah Pajek Terhutang Rp  119.930.000.00




